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KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SLAMPAREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018




O,

10.

11

12.

13.

14.

15.

tentang Pengelolann Keuangan Desa,
Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A),

Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,
Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagiaan dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D),

Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Pada setiap desa serta Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Slamparejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Slamparejo Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Desa Nomor 2. Tahun 2020 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

Slamparejo Tahun 2020 Nomor 2);
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa
Slamparejo Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Desa Slamparejo
Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Slamparejo Tahun

2020 Nomor 6);
Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa

Slamparejo Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO

Dan
KEPALA DESA SLAMPAREJO




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAMPAREJO TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SLAMPAREJO Tahun Anggaran 2020
adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 1.765.931.493,00
b. Bertambah / (berkurang] ®p (10.300.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.755.631.493,00

2. Belanja Desa

a. Semula Rp 2.019.979.008,13
b. Bertambah / (berkurang) Rp (10.300.000,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.009.679.008,13
Surpuls/Defisit Rp (254.047.515,13)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp 254.047.515,13

b) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 254.047.515,13
b. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 254.047.515,13

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimajna
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.




Panal 3

Lampsiran sehagaiimana ditnabosud delam Pasal 2 mietnost
. A Dwesn
b Daftay Penvertann Modal,
¢ Daltary Dans Cadangan,
d Daftar  keglatan  yang belum  dilaksanakan i tanhun  anggaran
mebelumnya

Mannl 4

hepala Desa menetapkan  Peraturan  Kepala Deaa  tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal landasan
operasional pelaksanaan APE Desa,

Pasal 5

(1) Pemerintah Dena dapat melaksanakan kegintan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendananan kegintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga,

(3) Pemerintah Dean dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya  diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa,

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
c. kegiatan vyang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
im dalam Lembaran Desa Slamparejo

Ditetapkan di © Slamparejo
Pada tanggal 12 Mei 2020
1 Jesa Slamparejo,

Diundangkan di : Slamparejo
Pada tanggal : 12 Mei 2020
Sekdes Slamparejo

POX

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO NOMOR ..... TAHUN 2020




BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SLAMPAREJO

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-Dana Desa) Tahun 2020 di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada :

Ham dan Tanggal :  Selasa dan 12 Mei 2020
Jam : 09:00
Tempat : Balai Desa Slamparejo

telah diadakan acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa Lawan
COVID-19, dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang
menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo
tahun 2020.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : SUTRISNO NUGROHO dari BPD

Notulen : YUYUN DIAN K. dari Pemerintah Desa
1. H. WAHYUDI, SHMM dari Pemerintah Desa
2. DIDIK AGUS MULYONO dari Kecamatan

Narasumber

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu:
. Memutuskan dan mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 1.765.931.493,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp (10.300.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.755.631.493,00
2. Belanja Desa

a. Semula Rp 2.019.979.008,13

b. Bertambah / (berkurang) Rp (10.300.000,00)




Jumlah Belanja setelaly Perubahan 1y 2 OO 670 O |

Surpuls/ Defisit E4T) (294 047 514,14
I Pemblavaan

a. Penerimaan Pemblayaan

a) Semula Kp 254.047 515,113
b) Bertambah / (berkurang) Kp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Kp 254 047 515,173

b, Pengeluaran Pembiayaan

n) HSemula Rp 0,00

b) Bertambah / (berkurang) Kp ().00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00
Helisih Pembliayaan (a-h) Kp 254,047 515,13
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agn
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak
manapun dan dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KEW KETUA BADAN KOORDINATOR TIM
SLAMPAREJO, PERMUSYAWARATAN DESA PENYUSUN PERUBAHAN

SLAMPAREJO, APBDes,

SUTRISNO NUGROHO PONIDI




KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA SLAMPAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SLAMPAREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat
II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negai‘a
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat : -3

Nomor 2730);




- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

tentang

@

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);




10.

11

12.

13.

14.

Peraturan Pemwrintah  Noswer 600 Ta)
tertang (esna [Dees Yang Rersumber dar Arggara:s
Pendapatan dan Belanja Negara (lembaras Negara
Repubtilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara FRepublk Indoresia
Romewr 5558 sebagaimana telah diuhah teberaps
kal teraichir dengan Peraturan Pemerintah Nomor ®
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20143
tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864}

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan Sanks: Admunistratif
kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5943);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia;



15

16

i

18.

19.

20.

21,

-

23.

24.

Keputusan Gubemur Jawa Tirmue Nomaor
188/108/KPTS/013/2020. Tanggal 17 Marer 2020
tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wahah

Penvakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) di Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomaor ]
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor | Sen [)),
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Sert D),
Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019
Nomor 423-9 Seri 3/A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17
Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 15
Seri A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Nomor 2 Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Nomor 3 Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagiaan dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 4 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Pada setiap desa
serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020




26 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 rentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah [lean
Shm:t.rfpn Tahun 2010 20025 (Lembaran [lean
Slamparejo Tahun 2020 Nomor 6).

27. Pematuran Desa Nomor 2 Tahun 2020 tenfang
Kewenangan Desas Berdasarkan Hak Aasal Uasul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran [Deaa
Slamparejo Tahun 2020 Nomor 2},

28 Pematuran Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Deaa
Slamparejo Tahun 2020 Nomor 3).

29 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Desa
Slamparejo Tahun 2020 Nomeor 5);

30. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Slamparejo
Tahun 2020 Nomor 6};

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 terdiri dari :
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
1) Semula Rp 58.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp 58.000.000,00
b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp 1.705.931.493,00
~ 2) Bertambah / (berkurang) Rp (10.300.000,00)
*m Pendapatan Setelah perubahan Rp 1.695.631.493,00
Rp 2.000.000,00
Rp 0,00
Rp 2.000.000,00

1.755.631.493,00

X
o



2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
: 2) Bertambah / (berkurang)
- Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

- Selisih Pembiayaan (a-b)

h /{Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp 586.449 552,17
Rp 248 360,00
Rp 586697 912,17
Rp 1.203.241.540,00
Rp (454.911.450,00)
Rp 748.330.090,00
Rp 107.842.800,00
Rp___ 5.000.000,00
Rp 112.842.800,00
Rp 102.196.755,96
Rp __ (53.105.000,00)
Rp 49.091.755,96
Rp 20.248.360,00
Rp 492.468.090,00
Rp 512.716.450,00
Rp 2.009.679.008,13
Rp (254.047.515,13)
Rp 254.047.515,13
Rp 0,00
Rp 254.047.515,13
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 254.047.515,13
Rp 0,00




Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Slamparejo
Pada tanggal : 13 Mei 2020

Diundangkan di : Slamparejo
Pada tanggal : 13 Mei 2020
Sekdes Slamparejo

BERITA DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR /2.




BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Rerkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-Dana Desa) Tahun 2020 di  Desa Slamparejo Kecamatan Jabung

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal . Selasa dan 12 Mei 2020
Jam :  09:00
Tempat :  Balai Desa Slamparejo

telah diadakan acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa Lawan
COVID-19, dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang
menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak

selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

Penetapan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Slamparejo tahun 2020.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : SUTRISNO NUGROHO dari BPD
Notulen = 'YUYUN DIAN K. dari Pemerintah Desa
Narasumber - 1. H. WAHYUDI, SH,MM dari Pemerintah Desa

2. DIDIK AGUS MULYONO dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu:

1. Memutuskan dan mengesahkan Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :




1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunarn Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan
Darurat dan Mendesak Desa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan

2

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

R pﬁ

58.000.000,00
0,00

58.000.000,00

1.705.931.493,00
(10.300.000,00}

7 1.695.631.493,00

2.000.000,00
0.00

~ 5.000.000,00

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

1.755.631.493,00

586.449.552,17
248.360,00

586.697.912,17

1.203.241.540,00
(454.911.450,00)
748.330.090,00

107.842.800,00
5.000.000,00

Rp

Rp
Rp

112.842.800,00

102.196.755,96
(53.105.000,00)

Rp

Rp
Rp

49.091.755,96

20.248.360,00
492.468.090,00

Rp

512.716.450,00




lgarmia® 18rian«a
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Suerphun/ Definit

a Pembiaynan Deaa
o Peownevimaan Perminagnan

1} Semula

2} Bertambah / (berkurang) i
Jumiah Pendapatan Setelah perubahan
b Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp O3

2) Bertambah / (berkurang) Rp b ot
Jumilah Pendapatan Setelah perubahan Rp b
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 254 047 315,13
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0.00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanva rekayasa dan pihak
manapun dan dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnyva sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA BADAN KOORDINATOR TIM
PERMUSYAWARATAN DESA PENYUSUN PENJABARAN
SLAMPAREJO, PERUBAHAN APBDes,
SH, MM SUTRISNO NUGROHO PONIDI




